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Pengiriman TKI ke Malaysia
Dibuka Lagi Mulai 1 Agustus

JAKARTA — Pemerintah Indo-
nesia mencabut kebijakan mora-
torium atau penghentian se-
mentarapengirimantenagakerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, “Ya,per 1
Agustusdibukalagikarenasudah
ada good will - dan komitmen dari
pihakMalaysia,”kataStafKhusus
Menteri Ketenagakerjaan (Me-
naker), DitaIndah Sari, kemarin.
Indonesiamenghentikan se-
mentarapengiriman TKIkeMa-
laysia, termasuk ribuan orang
yvang direkrut untuk sektor per-
kebunan sejak 13 Juli 2022 In-

donesia menganggap ada pe-'

langgaran dalam kesepakatan
perekrutan pekerja yang ditan-
datanganikeduanegara.

Duta Besar untuk Malaysia -

Hermono mengatakan, mora-
torium pengiriman TKI diberla-
kukan karena otoritas Imigrasi
Malaysia masih menggunakan
sistem perekrutan online untuk
pekerjarumahtangga (PRT). Pa-
dahal, cara ini rentan dengan
praktik perdagangan manusia
dankerjapaksa.

Pengoperasian sistem ini,
kata dia, melanggar perjanjian
vang ditandatangani antara
Malaysia dan Indonesia pada
April2022. Perjanjianinidibuat
dengan tujuan meningkatkan
perlindungan bagi PRT. Menu-
rut Hermono, perusahaan Ma-
laysia telah mengajukan sekitar
20.000 aplikasi untuk merekrut
pekerja. Setengahnya untulk di-

prekerjakan di sektor perkebun-
andan manufaktur.

Anggota Komisi IXDPR Sa-
leh Partaonan Daulay sebelum-
nya mendukung kebijakan pe-
merintah yang bersikap tegas
kepada Malaysia terkait pelang-
garan kesepakatan dengan me-
lakukan penghentian atau mo-
ratorium penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) atau
TKI ke negerijiran tersebut.

Menurutnya, alasan yang di-
sampaikanpemerintah didasar-
kan pada aspek perlindungan
terhadap PMI. “Ka» sudah ada
MoU. Dalam penilaian saya itu,
sangatkuat.:Sebab, ditandata-
nganidi depan Presiden Jokowi
dan Perdana Menteri Malaysia.
Semestinya,; sejak ada penan-
datanganan MoUitu, proses pe-
nempatan PMI sudah tidak lagi
prakaicaralama,” ujar Saleh.

Dia berpendapat, moratori-
um bisabersifat kontraproduktif
jika tidak ditangani dengan baik.
Sebab, merujuk pada morato-
rium yang dilakukan kepada ne-
gara-negara Timur Tengah, PMI1
akhirnya tetap berangkat secara
informaldannonprosedural.“Sa-
yva mendapat informasi, jumlah-
nya sangat banyvak. Artinya, mo-
ratorium itu tidak memperbaiki
keadaan sebagaimana yang di-
inginkan. Justru, ada masalah
baru, di mana perlindungan PMI
semakin tidak tertangani karena
tidak terpantau,” katanya.
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